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PUTUSAN
Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :
PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama lIslam, pendidikan S.1, pekerjaan
karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gandapura No.00,
Kelurahan Kesiman kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota
Denpasar, disebut sebagai Penggugat;
melawan
TEREGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan
karyawan swasta, bertempat tinggai di Jalan Tukad Badung Gang
Kavling 00 No0.00, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar
Selatan, Kota Denpasar, Provins Bali, disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;
Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;
Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang. bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15
Agustus 2017 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Denpasar Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 15

Agustus 2017 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tangga 20 Maret 1993 telah dilangsungkan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan
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tuntunan gjaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, sebagaimana tercatat dalam
Akta Nikah No. 0004/004/1V/1993 tertanggal 20 Maret 1993;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan
kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swit;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman
bersama di J. Tukad Badung 00 Gang Kavling 00, No 00 , Kelurahan Renon,
K ecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar;

4. Bahwa sdlama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul
sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang
masing-masing bernama:

ANAK PERTAMA, perempuan, lahir pada 07 Maret 1993

ANAK KEDUA, perempuan, lahir pada19 Mei 1995

ANAK KETIGA, Laki-laki, lahir pada 15 Desember 2004
Ketiga anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan
Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 1997, ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sgjak bulan Desember
tahun 1997 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antaralain;

Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah lahir bathin Penggugat dan nafkah
ekonomi anak-anaknya

Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanitalain

Bahwa Tergugat tidak mau merubah perilakunya

6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan
Maret tahun 2004 Y ang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
ranjang. Sehingga segjak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi
menjain hubungan sebagai mana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat
telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk
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mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut
tidak membuahkan hasil

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang
diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang
sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu
perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan aasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Magelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan,

kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya

memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Terguugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat

(PENGGUGAT);
3.  Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat 1ain mohon putusan yang seadil — adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir
dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan,
meskipun  berdasarkan  relaas  Pengadilan Agama  Denpasar ~ Nomor
000/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 28 Agustus 2017 dan tanggal 07 September 2017 yang
dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan
ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu a asan yang sah;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap
perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses
mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak
hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati
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Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan

rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu

dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat
didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0004/004/1V/1993 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota
Malang, tanggal 20 Maret 1993, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi
tersebut oleh Ketua Majelis dicocokan dengan aslinya ternyata telah
sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan
yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan

Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

Saksi PERTAMA, umur 52 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, tempat
kediaman di Jalan Gandapura No0.00, Kelurahan Kesiman kertalangu,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di
bawah sumpah telah memberikan keterangan pada intinya sebagai
berikut :

a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak
kandung Penggugat;

b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak;

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat
tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-
anak karena Tergugat tidak bekerja lagi selama 1 ¥ tahun;

d. Bahwa dulu Tergugat selingkuh dengan wanita lain namun sekarang
tidak lagi;

e. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah 3 bulan

lebih karena Tergugat meninggalkan ke Surabaya kemudian ke Jakarta;
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f. Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasehati Penggugat supaya
rukun kembali namun tidak berhasil;

g. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan
Tergugat;

Saksi KEDUA, umur 43 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, tempat
kediaman di Jalan Gandapura No0.00 Keurahan Kesiman kertalangu,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di
bawah sumpah telah memberikan keterangan pada intinya sebagai
berikut :

a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak
ipar Penggugat;

b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak;

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat
tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-
anak karena Tergugat tidak bekerja lagi selama 1 %2 tahun;

d. Bahwa dulu Tergugat selingkuh dengan wanita lain namun sekarang
tidak lagi;

e. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah 6 bulan
lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

f. Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasehati Penggugat supaya
rukun kembali namun tidak berhasil;

g. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan
Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan atas keterangan para
saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana
Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat,
ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon

perkaranya segera diputus;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang
tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di
persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk
hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama
Denpasar Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 28 Agustus 2017 dan tangga 07
September 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi
dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena
itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg. perkara ini dapat
diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam
persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud
Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah
berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan
hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai
dengan Tergugat adalah sejak bulan Desember 1997 antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin pada Penggugat dan
nafkah ekonomi anak-anak.

b. Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanitalain.

¢. Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sgjak bulan Maret 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Buku
Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat
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dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka Penggugat mempunyai alas
hak untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua
orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah
sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat
tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Penggugat dan juga
kepada anak-anak, Tergugat dulu selingkuh dengan wanita lain, Penggugat dan
Tergugat pisah 6 bulan lebih, maka keterangan kedua saksi tersebut saling
bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga telah
memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua
saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai maksud
Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dari apa yang telah
diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut di atas, maka Majelis
Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena

Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada

Penggugat, dan tidak memberi nafkah kepada anak-anak;

Bahwa Tergugat sudah pisah ranjang selama 6 bulan lebih;

Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati

Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, dan kemudian

menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis

Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
telah sampai pada puncaknya sehingga kedua belah pihak sudah berpisah
selama 6 bulan lebih, seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri
harus saling melaksankan kewajibannya masing-masing tinggal dalam satu
rumabh, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana
yang diharapkan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
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Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat selaku kepala
keluarga berkewajiban memberi nafkah kepada istri (Penggugat), sebagaimana
amanat Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini
masalahnya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
karenanya kesulitan dalam keperluan rumah tangga sangat dirasakan oleh
Penggugat, manakala kewajiban Tergugat dilalaikan menimbulkan perselisihan
dan pertengkaran dan keadaan demikian berlangsung cukup lama, lagi pula
Tergugat tidak memberikan nafkah batin bertahun-tahun kepada Penggugat
padahal itu merupakan kewajiban Tergugat, berdasarkan ketentuan bila
Tergugat tidak memenuhi nafkah bathin selama 4 bulan berturut-turut kepada
Penggugat maka Penggugat dapat mengajukan gugatan, oleh sebab itu
perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan
sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar Penggugat
terlepas dari penderitaan yang berkepanjangan dan Tergugat terlepas dari
kewajibannya;

Menimbang, bahwa Magjelis Hakim berpendapat rumah tangga harus dibangun
dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, rasa cinta dan kasih sayang inilah melahirkan
kedamaian dalam berumah-tangga sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 33 Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tatkala suami meninggalkan istri
tanpa alasan hilanglah rasa cinta dan kasih sayang istri sebagaimana perkara a quo
Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa aasan yang dapat diterima oleh
Penggugat menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis, apabila kondisi
perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah
madhorat bagi kehidupan lahir dan bathin Penggugat, oleh karenaitu menurut pendapat
Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya
terlepas dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang
diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan hukum dan
memenuhi maksud dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf () Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah
diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali
dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil, begitu juga saksi
selaku keluarga Penggugat sudah berusaha menasehiati Penggugat untuk
rukun namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2)
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 119 ayat (2) huruf (¢) Kompilasi Hukum Islam
maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat petitium poin
2, maka Majelis Hakim menetapkan dengan amar menjatuhkan talak satu bain
shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), sesuai Pasal
119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan
Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman
Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah
daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada
Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir
di persidangan;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat
yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Agama Denpasar
yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat
kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut
dalam sebuat daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 466.000,00 ( Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Kamis tanggal 14 September

2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami

Dra. St. Nursalmi Muhamad sebagai Hakim Ketua, H. Sudi, SH. dan H. M.

Helmy Masda, SH. MH. sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. Dedie

Jamiat, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa

kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. St. Nursalmi Muhamad
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
H. Sudi, SH. H . M. Helmy Masda, SH. MH.

Panitera Pengganti,
ttd
M. Dedie Jamiat, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp  30.000,00
2. Biaya Proses (ATK) Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 375.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 466.000,00

( Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah )
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